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Capaian pembelajaran

• Setelah mengikuti sesi ini, 
peserta diharapkan mampu mengevaluasi
kebijakan existing terkait evaluasi/audit dan 
koordinasi sistem pemerintahan berbasis
elektronik di instansinya masing-masing.

• Pokok bahasan:
• Audit Teknologi Informasi dan 

Komunikasi
• Penyusunan Tim Koordinasi SPBE

Instansi





Indikator 9: Tingkat 
Kematangan Kebijakan 
Internal Audit TIK
• Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) 

adalah proses yang sistematis untuk
memperoleh dan mengevaluasi bukti secara
objektif terhadap aset teknologi informasi dan 
komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan
tingkat kesesuaian antara teknologi informasi
dan komunikasi dengan kriteria dan/atau
standar yang telah ditetapkan.

• Audit TIK terdiri atas:
o Audit Infrastruktur SPBE
o Audit Aplikasi SPBE
o Audit Keamanan SPBE



Indikator 9: Tingkat 
Kematangan Kebijakan 
Internal Audit TIK
• Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi 

pemeriksaan hal pokok teknis pada
o Penerapan tata kelola dan manajemen 

teknologi informasi dan komunikasi
o Fungsionalitas teknologi informasi dan komunik

asi
o Kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang

dihasilkan
o Aspek teknologi informasi dan komunikasi lainn

ya

• Kebijakan internal dalam hal ini mengatur terkait 
penerapan Audit TIK pada Instansi Pusat/Pemerintah 
Daerah.



Penilaian

Tingkat Kriteria

Level 1 Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau telah tersedia.

Level 2
Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan. Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit 
TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit 
Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).

Level 3
Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah
mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi
SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).

Level 4
Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu
dan dievaluasi secara periodik.

Level 5
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal 
terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.











Indikator 10: Tingkat Kematangan 
Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE 
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

• Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah adalah para 
pejabat dalam tim yang diberi tugas untuk
mengendalikan, mengarahkan, dan 
mengevaluasi SPBE, termasuk didalamnya
melaksanakan perumusan kebijakan dan 
penerapan SPBE di Instansi Pusat dan 
Pemerintah Daerah masing-masing.

• Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah dapat disejajarkan
dengan Tim Pengarah TIK, Komite Pengarah
TIK, ataupun Steering Committee.



Indikator 10: Tingkat Kematangan 
Kebijakan Internal Tim Koordinasi SPBE 
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

• Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah 
dipimpin oleh seorang koordinator
yang ditetapkan oleh pimpinan
Instansi Pusat/Kepala Daerah.

• Kebijakan internal dalam hal ini
mengatur terkait tugas dan 
fungsi Tim Koordinasi SPBE
Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.



TINGKAT KRITERIA

Level 1
Konsep kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah belum
atau telah tersedia.

Level 2

Kebijakan internal Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditetapkan. 
Kondisi: Kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah
mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah yang 
mendukung penerapan SPBE pada sebagian unit kerja/perangkat daerah di Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah.

Level 3

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah telah mencakup pengaturan tugas-tugas Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE pada seluruh unit kerja/perangkat
daerah di Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Level 4

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi, kebijakan internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi
Pusat/Pemerintah Daerah yang mendukung penerapan SPBE antar Instansi Pusat, antar
Pemerintah Daerah, dan/atau antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, dan kebijakan
internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah direviu dan dievaluasi
secara periodik.

Level 5
Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Tim 
Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.











Terima kasih
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